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PEMERINTAII KABUPATEN PACITAN

Menimbang

Mengihgat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

. NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
- " DAERAH . ..
" KABUPATEN PA(;_ITAN

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
- BUPATI PACITAN

! oa ‘bahwa . dalam ~ rangka  meningkatkan  penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna,

'perlu ' 'meninjaﬁ kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah;

b. bahwa guna méia_ksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas,

- maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata

| Kerja Perangkat Daerah dengan memiangkan dalam Peraturan

Daerah. ‘ |

i B Undang-hndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daérah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timux}
(Lémbaran Négara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

| Négara Nomor 9); _ _ |
2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokj
Kepegawaian (Lembaran. Negéra Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) jd. Undang-undang Nomor 43 Tahun
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o 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
- Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; -
. Undgng-uhdang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839) ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan |

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

~ Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Leﬁlbaran Negara Nomor 3848) ;
. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemt:erintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Dtonom ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang
| Pedoman Susunan ‘Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupafen_ /Kota;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

~ Dengan Perse'tajnan

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAX

KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR KABUPATEN PACITAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paeitan yang
terdiri dari Kepala Daersh beserta perangkat dacrah otonom
yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsebut

-DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pacitan sebagal badan legislalif,
Seckretariat Daerah adalah  Sekretariat Daerah Kabupaten

Paeltan

'Sekretans Daerah :adalah Sekretaris  Daerah Kabupaten

Paeltan

Perangkat Daerah adalah Sekretanat Daerah, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung Jawab wewenang dan “hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka memisnpin suatu organisasi Pemerintalian ;

Iabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

' tahggung jawab wewenang dan hak seoraﬁg Pegawai Negeri

Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan

thgasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta

bersifat mandiri.

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dlbentuk Kantor Kabupaten Pacitan ;
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Kantor Kependudukan dan Catatan Slpll
Kantor Ars:p dan Pengolah Data Elektromk
Kantor Kesejahteraan Sosial;

Kantor Kas Daerzh;

Kantor Informasi dan Ko_x_nunikas 1

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;'
Kantor Pelayanan Perijinan;
Kantor Pendidikan dan Pelatihan;

' Kmtor Tenaga Kenja dan Transmigrasi.
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B o BAB I _
" KEDUDUKAN, TUGAS, PUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

- Bagian Pertama
. KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

o Paragraf'1
* Kedadukam, Tmgas dan.Fungsi
B B Pasal 3 _
B ¢Y) Kant_i)r Képendudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur penunjang a
Pemerilnt‘_ah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
_ . i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
IR (2) K_ant_br Képendudukan dan Catafan Sip.il mempunyai tugas
membantu Bupati dalam pgnyelenggaréan Pemerintahan Kabupaten
dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimang tersebut dalam ayat (2) Pasal -

v o S . ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
a  Perumusan kebijakan teknia dibidahg administrasi kependudukan
dan catatan sipil ;
b. I;elayanan penunj éﬁg pényglenggaraan Pemerintahan Kabupaten
~ Paragraf2
. ‘ | -Susunan Organisas!
Pasal 4 o _
(1) Susunan 'ofgénisasi Ka:}tor' Kependudukan dan Catatan Sipil terdirt
| dari: |
a. i{epala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Administrasi Kependudukan;
d Seksi Pelayanan Akte Catatan Sipil;
e. Seksi Pencatatan dan Pendataan Catatan Sipil;
£ Kelompok Jabatan Fungsional. _
1y - | Q) Su_b'_ Bagian dipimpin oleh Kei)ala Sub"Bagi_an dan masing - mﬁsing
. ; | Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah

dm.bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
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3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan taerupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

(4) Uralan tugas Sub Baglan dan Seksi dlatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupatl

Baglan Kedna
KANTOR ARSIP DAN PENGOLAN DATA ELE K’I‘RONIK

_ Paragraf.l
¢ Kedudukan, Tugas dan Fungsi

o . Pasal 5
. _ : _ (l)Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik merupakan unsur
' ' penun_jang Pemerintah Kabupaten, dlplmpm oleb seorang Kepala
. _ yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui
& g o Sekretans Daerah ;
- (2) Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektromk mempunyai tugas
embantu Bupatl dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
dalam bldang ke arSIpan dan pengolah data elektronik ;
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal
ini, K_antor Arsip dan Pengolah Data Elektronik menipunyai fungsi :
" a Perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan pengolsh data -
.' elektromk .
b, Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Paragraf 2

* - Susupan Organisasi

_ _ Pasal 6 _
'_ (1) Susuila_n Organisasi Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik -
terdiri dari: |
a .KepalaKantor; .
h, Silb Bagian Tata Usaha;
¢. SeksiKearsipan;
d. Seksi Pengolah Data, _
Seksi Penge mbangan 'I‘eknologl Informasi; |

<

Lo’

Kelo_mpok Jabatan Fungsional.



(2} Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing — masing -
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

[

bertanggung yawab kepada Kepala Kantor.

(3) Bagan Susunan ‘Organisasi Kantor Arsip dan Pengolsh Data

Elakiromk sebagaimana . tercantum dalam Lampiran II, dan

merupakan bagian yang tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Kctiga

KANTOR KESEJAIITERAAN SOSIAL

Paragraf' 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pud?

(l) Kantor Kesejahteraan Sosial merupakan unsur penunjang Pemerintah

Kabupaten, dlplmpm oleh seorang Kepala yang berada di bawsh dan

berlanggung-j awab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

~ (2) Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Bupati -

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang

kesejahteraan sosml

(3) Dalam melaksanakan tugas seBagaimana tersebut dalam ayat (2} -

Pasal ini,.Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a, P&umusm kebijakah teknis dibidang kesejahteraan sosial;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Paragraf 2

- Susunan Organisast

Puds

(l) Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosml terdiri dari ;

F
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Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pemberdayaan Sosial;

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;

.. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sbéial;

Kelompok Jabatan Fungsional.



| (2) Sub IBagién dipimpin oleb Kepala Sub Bagian dan masing — masing -
Seksi dipimpin “oleh Kepala Seksi ‘yang berada di bawah dan‘
bertanggung;jawab kepada Kepala Kantor ,

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial sebagaimana
tercéntum dalam Laﬁlpiréri I, dan merupékan bagian yang tidak
terplsahkan dari Peraturan Daerah ini ; .

(4) Uraian tugas Sub -Bagian dan Seksi dlatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati. '

" Bagian Keempat

* KANTOR KAS DAERAB
. T Paragraf 1
' : Kedudukan,Tu;as dan Pungn .
o _ Pasal 9 _ |
CO S (1) Kantor Kas Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah
. ' ~ Kabupaten, ‘dipim'pin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
¢ . | Bertanggung;iawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(2) Kantor Kas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
| men}elenggarél{an Pemerintahan Kabupaten di bidang pengelolaan -
keuangan daerah ; ‘
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana tersebut dalam ayat (2)
R pasal ini, Kantor Kas Daerah mempunyai fungsi :
. h a Perumusan kebijakan teknis dibidaﬁg‘Kas Daerah;
' b. Pelayanan penunjang penyelehggaraan Pemerintahan Kabupatea

Paragraf 2 |
Susunan Organisas!

' i _ Pasal 10
| (1) Susunan Orgamsasn Kantor Kas Daerah terldu‘l dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengeluaran;
Seksi Penerimaah;

e Kel‘oinpok Jabatan fungsional.
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(2) Sub Bagian dipimpin oleb Kepala Sub Bﬁgian dan masing — masing
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertziﬁggungj awab kepada Kepala Kantor ; |

(3) Bagaxi Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah sebagaimana
tercantum dalam I.anipiran IV, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan

" Keputusan Bupati.

- Bagian Kelima
* KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI

. ® o Lo - Paragrafil
‘ o " :_ Kedadakan, Tngas dan Fnngsi
| Pasal 11
L -(l) Kantﬁr Informasi dan Komunikasi merupakan msur penunjang
e Pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang
* -_ ' ~berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
' ,. Selu‘étaris Daefah;

(2). Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu
. Bupati daia_m menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten di bidang
informasi dan komunikasi ;
'I(fi) Da!ain melaksanakan tugas seb.agaimana_tersebut dalam ayat (2)
. o _ _ Paséi ini, Kantorlnformési dan Komunikasi mempunyai fungsi :
" a Perumusan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi ;

b P}:layanzin penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Paragrafi2
Snsunan O rganisasi

. | _ Pasal 12
(1) Susunan Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
: a Kepala Kantor; -

b. Sub Bagian Tata Usaha;
_Séksi Hubungan Maéyérakat dan Femberdayaan Informasi
Seksi Media Informasi; '

e. Seksi Promosi dan Informasi Langsung;

a o



f Seksi Perpustakaan Daerak;
g Kelompok Jabatan Pungsional.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan tnasing — masing
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;

(3) Bagan Susunan Organiési Kantor Infonnﬁsi dan Komunikasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian
yang tidak te;'pisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

(4) Uraian tugas Sub 'Bégian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
_KANIOR SATUAN POLISI PABiONG PRAJA

Paragraf'1
Kedudukan, Tngas dan Pungsi

Pasal 13
(1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang
Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris - -

Daerah;

(2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu

Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang
ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah ;
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2)
Pasal ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi
a - Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman, ketertiban
“dan pehegakkan Peraturan Daeraly;
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintakan Kabupaten

Paragraf 2

~ Susunan Organisasi

| Pasal 14
(1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a Kepala Kantor ;
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. b Sub Baglan Tata Usaha; _
c.. Selcs1 Pembinaan Ketentraman dan Ketemban,
d  Seksi Pembinaan Operasional dan Pengawasan,
e. Seksi Penytdlkan dan Penmdakan,

S Kelompok Jabatan Pungsional.
") Sub Baglan dipimpin oleh Kepala Sub Baglan dan masing — masing

' Sekm dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;

- (3) Bagan Susunan Orgamsam Kantor Saluan Polisi Pamong Praja

sebagaimana tercantum dalam Lamplran VL, dan merupakan bagian

C yangtidakterpisah dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Uralan tugas Sub Bagian dan Selcs1 diatur lebih lanjut dengan

." i,' . o Keputusan Bupatl

Haglan Ketujuh
LANTOR PELAYANAN PERIJINAN

" - : o Paragrafl .
- R 3 Kedudukan,'l‘ugas dan Pungsl
_ Pasal 15
(l) Kantor Pelayanan Pen_|man merupakan unsur penunjang Pemerintal
- _ Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
. A o bertapggun_g jjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; '
(2) Kantor Pelayanan. Perijinan mempunyai tugas membantu Bupati
dalam menyeleﬁggafﬁkén Pémerintahah_ Kabupaten dibidang
pelayanan perijinan ; ' -
(3) Dalam melalcsanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2)
Pasal llll Kantor Pelayanan Perijinan mempunyal fungsi :
o - a Perumusan kebuakan teknis dlbldangpelayanan perijinan ;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemenntahan Kabupaten.

Paragraf 2 |
* Susunan Organisasi
e Pasa116

'._Q" ' o ()] Susunan OrgamsamKantorPelayananPeruman terdlrl dari ;

-



-3

» 11
a  KepalaKantor;
~b. - Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi Penerimaan;

d : SeksiPerm‘osesandanPenerbitan;
e. . Kelompok Jabatan Pungsional.

(2) Sub Baglan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing — masing
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
" bertanggungjawab kepada Kepala Kantor, -

(3) Bagén Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan sebagaimana

. tercantum dalam Lampiran -VII, dan mgrupakan bagian yang tidak

terpisah dari Peraturan Daerah ini.

4) Uraian tu:gas Sub Bag.ian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan

. _ | Kepufusan Bupati.

Baglan Kedelapan.
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

' " Kedudukan, Tugas dan Pnngsi

: Pasal 17
(l) Kantor Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang
" Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
: : ' di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
. | Daerz;h; ‘ ' |
(2) Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati
dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang
pendldlkan dan pelatlhan _
(J)Dalam melaksanakan tugas sebagalmana tersebut dalam ayat (2)
Pasal ini, Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
a fémm usan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan ;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Paragraf 2

. Susunan Organisasi
1

® : Pasal 18
s_f' .

(1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
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Kepaia Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Diklat Jabatan;

d Seksi Diklat Teknis;

c. Seksi Diklat Fungsional;

& o

f Kelompok Jabatan Fumgsional.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing — masing
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
berténggqrigjawab kepada Kepala Kantor.

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanah Perijinan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak

. terpiséh dari Peraturan Daerah ini.

. (4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati. | '

E3 : Baglan Kesembilan

. - KANTORTENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI

L ’ Paragraf 1 '

Kedudukan, Tugas dan Fungsl

_ ~ Pasal 19
| (1) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur penunjang
~ Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
. - _ .bawah dan .beﬂanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah,

(2) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi hlempunyai tugas membantu
Bupafi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang
tenaga kerja dan transmigrasi;

.(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2)

Pasal ini, Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a Perumusan kebijakan teknis dibidﬁng ketenagakerjaan dan
trénsinigrasi; | '

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupatea

L - - . Paragraf 2

i ' _ Susunan Organisasl
af : : - ,
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_ Pasal 20
(1) Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri
dari : | -
a. Kepala Kantof; . \
b. Sub Bagian Tata. Usaha;
Sek51 Penge mbangan SDM,

.

d Seksi Penempatan Tenaga Ker_]a dan Perluasan Kesempatan =
'. Ketja; o
e. Seksi Fersyaratan .Kelja dan Fen.gaWasan Ketja;
f SekaubunganIndustnal Ker]a,
g Seksi Transmigrasi; '
h Kelompok Jabatan Fungsmnal.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing — masing -
~ Seksi- dipimpin oleh Kepala Seksi’ yang berada di bawah dan
bertanggung jjawab kepada Kepala Kantor.

3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Tenaga I.{elj.-a dan Transmigrasi ‘
sebagalmana tercantum dalam Lamplran D{, dan merupakan bagian |
 yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

(4) Uraian tugas Sub Baglan dan’ Seksn diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupatl

 BABIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
~ Pasal 21

. (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai  dengan keahlian dan

o kebutuhan .
'(2) Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagalmana tersebut pada ayat (1)

. dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

(3) Jumlah Tenaga P'ungsi_onal sebagéimana tersebut pada ayat (1)

* ditentukan berdasarkan kebutuhanan beban kerja;

(4) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat *

(1) & atas, diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang :
berlaku;

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan .

peraturan perundang — undangan yang berlaku.
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_ BABYV
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam hal pimpinan satuan organsxsasx berhalangan melaksanakan

(1)

: koordmam integritas, dan sinkronisasi baxk dalam unit organisasi -

tugasnya, tugas pimpinan satuan orgamsam dilaksanakan oleh pejabat
- yang dltlmjllk oleh Bupati, -

P'asal 23_ -

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi |

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip B

- masing — masing maupun antar satuan organisasi laiomya sesuai .

)

dengan tugas masing — masing ;
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membina dan mengawasi

bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar

~mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan

@)
)

(5)

perundang — undangan yang berlaku dan apablla ditemukan prestasi
(melebihi fungsi tugas pokok) dijadikan catatan Normatif Daftar
Penilaian Kepegawaian yang bersangkufan ; |
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan : .
meﬂgkoordinasikan' bawahan masing — masing dan memberikan |
bimbingan serta petunjuk bagi pelaks.anaan tligas bawahannya;
Seﬁap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi .
petlinj uk dan be_rtanggungtjawab kepada atasan masing — masing dan . .
lilenyiapkan lapofaﬁ berkala tepat pada. ﬁraldﬁnya ; |
Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahannya
Wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan

laporan lebih lanjut dan untuk memhenkan petunjuk kepada

bawahan dan tindak lanjutnya. -

"BAB VI :

'PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 24

(1) Kepala Kantor dlangkat dan dlberhentlkan oleh Bupati.



L Y .!‘-.

Bupati. .- .

15"

“{2) Képala Sub B?gian dan ‘Kepala Seksi dapat diangkat dan

diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan

" dari Bupati.

- BABVIL
'PEI\I/IBIAYAAN

- Pasal 25 |
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kedinasan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain

~ yang s'ah sesuai peraturan perundang — undangan yang berlaku.

‘ BABVIII
- PERALIHAN DAN PENUTUP -

. Pasal 26

_Dcng«;;m berlakunya Peraturan Ddérah ini; maka Peraturan Dacrah_

Kabupaten Paeitan’ Nomor - 5_. Ta_h_im 2001 beserta peraturan
pelaksanaanya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- Pasal 27.

Hal-hal yang. belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang .

mengenai teknik pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan

. Pasal28

= Peratﬁran Daerah ini mulai bcriaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap oréngldapat mcngctahuiny'a,' memerintahkan pcngundangah |

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

' Kabupaten P_acitan.‘ _.

Ditetapkan di :" Pacitan
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003.
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" (2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi daﬁat diangkat dan

diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pellmpahan kewenangan

dar1 Bupatl

BAB VII
PEMBIAYAAN

‘Pasal 25

| Segala pernblayaan yang dlperlukan untuk pelaksanaan tugas kedinasan
- dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah dan dana lain

yang sah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

BAB VIII
PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26

'_jDengz'm. berlakunya Pe_raturéin Daerah ini, maka Peraturan Daerah

" Kabupaten Paecitan Nomor 5 Tahu.n. 2001 beserta peraturan g

pelaksanaanya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

“Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang |

mengenai teknik pelaksanaanya diatur leblh lanjut dengan Keputusan

' Pasal 28

_ Peraturan Daerah ini rnulal berlaku sejak tanggal dlundangkan

. Agar'setiap drang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangah_

~ Pembina

NIP. 510 049 978

ARIS DAERAH

~ Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lembaran Daerah

- Kabupaten Paeitan.
Ditetapkandi  :. Paeitan
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003
BUPATI PACITAN
Diundangkan di : Paeitan
‘Pada tanggal " : 3 Pebruari 2003 ~ Capud
SUTRISNO

Lernbaran Daerah Kabupaten Paeltan Tahun 2003 Nomor 5 Sen D
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SUSUNAN ORGANISASI ' - LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL NOMOR  :5 )
KABUPATEN PACITAN TANGGAL :3 Pebruan 2003
{ .
KEPALA KANTOR
KELOMPOK - SUB BAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL TATA USAHA
L -+ 1 [ 1 ]
r . |
| SEKSI
SEKSI SEKSI PENCATATAN DAN
ADMINISTRASI PELAYANAN AKTE PENDATAAN CATATAN
KEPENDUDUKAN | CATATAN SIPIL . SIPIL
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SUSUNAN ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN
PENGOLAH DATA ELEKTRONIK

) | ® N

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR :5

KEPALA KANTOR | .,
KELOMPOK SUB BAGIAN
tJAI:AT?N F:JNGISIOI:IALi TATA USAHA
SEKSI SEKSI " PENGESANGAN
KEARSIPAN PENGOLAH DATA TEKNOLOGI INFORMASI
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SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL  LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
KABUPATEN PACITAN _ NOMOR  :5
TANGGAL : 3 Pebruari 2003
KEPALA KANTOR
KELOMPOK SUB BAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL TATA USAHA
C I T T 7 1]
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBERDAYAAN REHABILITASI DAN BANTUAN DAN
SOSIAL PELAYANAN SOSIAL PERLINDUNGAN SOSIAL
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SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KAS DAERAH
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LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 15

- KABUPATEN PACITAN TANGGAL : 2 Pebruari 2003
KEPALA KANTOR
KELOMPOK SUB BAGIAN
FJABATAN FUNGSIONAL . TATA USAHA
. C T T 1T 1 T 7
SEKSI - SEKSI
PENGELUARAN PENERIMAAN ,
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SUSUNAN ORGANISASI KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI ~ LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
* KABUPATEN PACITAN ~ NOMOR :5
. TANGGAL  : 3 Pebruari 2003
KEPALA KANTOR
KELOMPOK SUB BAGIAN _
JABATAN FUNGSIONAL TATA USAHA
L 1 1 ] | | 1
SEKSI HUBUNGAN - SEKSI :
MASYARAKAT DAN SEKSI SEKS SEKSI
FEMBERDAYAAN . FROMOSI DAN INFORMASI _
INFORMASI 'MEDIA INFORMASI LANGSUNG PERPUSTAKAAN DAERAH
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SUSUNAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

- KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 '
TANGGAL : 3 Pebruari 2003

KEPALA KANTOR .
KELOMPOK SUB BAGIAN
JABATAN PUNGSIONAL TATA USAHA
' SR D D _I ] '
SEKSI . | SEKSI SEKSI
PEMBINAAN KETENTRAMAN PEMBINAAN OPERASIONAL DAN '
DAN KETERTIBAN -  PENGAWASAN PEPWAN
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SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN

Cawm me s e n

KABUPATEN PACITAN

KELOMPOK

JABATAN PUNGSIONAL

S TRTRRE

- LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

KEPALA KANTOR .

NOMOR 15
TANGGAL : 3 Pebruari 2003

SUB BAGIAN

{

TATA USAHA

SEKSI
PENERIMAAN

s A m mrmm e e s R 4 oa e B

SEKSI
PEMROSESAN DAN
PENERBITAN

S —— e By ke
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SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENDIDIKAN DANPELATIHAN  LAMPIRAN VIil : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATEN PACITAN NOMOR  :5 o
KABUPATEN " TANGGAL  : 3 Pebruari 2003
KEPALAKANTOR
KELOMPOK 1 - . - o SUB BAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL _ TATA USAHA
t [ i | i [
| T _ ¥
' l\ SEKSI - - SEKSI . - v SEKSI '
T=-4T_JABATAN DIKLAT TEKNIS DIKLAT FUNGSIONAL
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SUSUNAN ORGANISASI KANTOR TENAGA KERJA DAN LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
.. ~ TRANSMIGRASI - NOMOR  :5 -

7 _ ) KEPALA KANTOR

KELOMPOK : ~ SUB BAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL . TATA USAHA
1 i | 1 1 1 ]
" SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ;
PENGEMBANGAN - PENEMPATAN TENAGA PERSYARATAN KERJA SEKSI
SUMBER DAYA KERJA DAN PERLUASAN DAN PENGAWASAN HUBUNGAN
MANUSIA KESEMPATAN KERJA KERJA | INDUSTRIAL KERJA TRANSMIGRASI
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